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PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan diatas,
maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan didepan
dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menjatuhkan pidana dengan syarat
terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara
No.01/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Yyk hakim mempertimbangkan faktor-
faktor yuridis dan non yuridis.
Faktor-faktor yuridis adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan
Jaksa Penuntut Umum, unsur-unsur perbuatan pidana yang dapat
dibuktikan dipengadilan serta nilai-nilai dan rasa keadilan yang dapat
digali dari hukum yang hidup dalam masyarakat (the living
law).Sedangkan faktor-faktor non yuridis adalah kondisi riil yang ada pada
terdakwa dan kondisi riil yang ada pada masyarakat tempat terdakwa
tinggal, serta hasillitmas dan rekomendasi dari BAPAS.
B. Saran
Berdasarkan kesirnpulan diatas, penulis dapat mengajukan beberapa
saran sebagai berikut :
1. Dalam mempertimbangkan faktor-faktor yuridis dan non yuridis untuk
menjatuhkan pidana dengan syarat berupa pengawasaan terhadap anak
yang berkonflik dengan hukum, hakim diharapkan menyimak dengan
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teliti keseluruhan proses yang telah berlangsung berkaitan dengan
perkara anak yang berkonflik dengan hukum.
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